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Abstrak
Peraturan hukum yang dapat digunakan untuk melakukan hal perlindungan lingkungan antara
lain adalah  peraturan tengang Izin Lingkungan dan AMDAL. Masalahnya adalah:
Bagaimanakah pelaksanaan izin lingkungan oleh kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL
dan  bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap kegiatan wajib Amdal atau wajib
UKL-UPL yang tidak memiliki izin lingkungan. Kewajiban melaksanakan AMDAL belum
sepenuhnya dipatuhi oleh berbagai pihak, termasuk pemarkarsa atau pelaku kegiatan usaha,
sedangkan hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.
Demikian pula, masih terdapat  kegiatan wajib AMDAL dan wajib UKL-UPL belum
melaksanakan kewajiban sesuai AMDAL atau UKL-UPL yang telah disusun. Hal tersebut
dapat diketahui dari indikator masih terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan
lingkungan akibat suatu kegiatan yang wajib AMDAL. Penerapan sanksi hukum terhadap
kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL yang tidak memiliki izin lingkungan belum
dilakukan secara maksimal. Demikian, pula terhadap Pejabat pemberi izin usaha dan/atau
kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan, belum diterapkan sesuai dengan
ketentuan hukum yang ada. Disarankan agar pengawasan terhadap penerapan AMDAL perlu
lebih ditingkatkan.
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Abstract
Legal regulations that can be used to do environmental protection are among others the
Environmental Permit and AMDAL regulations. The problem is: How is the implementation
of environmental permits by mandatory activities of EIA or compulsory UKL-UPL and how is
the application of legal sanctions on compulsory EIA activities or mandatory UKL-UPL that
do not have an environmental permit. The obligation to implement AMDAL has not been fully
complied with by various parties, including the initiator or business activities, while this is
one of the requirements for obtaining an Environmental Permit. Likewise, there are still
compulsory AMDAL activities and UKL-UPL mandatory has not implemented the obligations
in accordance with the AMDAL or UKL-UPL that have been compiled. It can be seen from
the indicators that there is still environmental pollution and environmental damage due to an
activity that is required by AMDAL. The application of legal sanctions for compulsory EIA or
compulsory UKL-UPL activities that do not have an environmental permit has not been
carried out optimally. Likewise, the business and / or activity licensing official who issues
business and / or activity licenses has not been implemented in accordance with the existing
legal provisions. It is recommended that supervision of the application of EIA needs to be
improved.
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A. Pendahuluan
Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya
dasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian
antar berbagai usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal
perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak
positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan
izin lingkungan oleh kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL dan bagaimanakah sanksi
hukum terhadap kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL yang tidak memiliki izin
lingkungan.
Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau
Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Diiterapkannya
prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan,
dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut
dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan
pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen
yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut antara lain adalah AMDAL dan UKL-
UPL. Hal tersebut tampak pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang  menetapkan, setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Bagi
setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal
34 UUPPLH hanya diwajibkan untuk menyusun dan memiliki UKL-UPL. Pada dasarnya
proses penilaian AMDAL atau permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan
proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dimasukkannya AMDAL dan UKL-
UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, diharapkan agar  Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang
luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan kemudian langkah-langkah pengendalian yang harus
dilakukan dari aspek teknologi, sosial dan kelembagaan. Berdasarkan berbagai informasi
berdasarkan AMDAL atau UKL-UPL, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan
menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak,
disetujui, atau ditolak  dan Izin Lingkungan dapat diterbitkan. Demikian pula masyarakat
juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.
Tujuan diterbitkan Izin Lingkungan antara lain untuk memberi perlindungan terhadap
lingkungan hidup termasuk perlindungan terhadap manusia. Melalui mekanisme penerbitan
izin lingkungan diharapkan dapat meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau
Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Di samping itu untuk memberikan
kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan
perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, serta memberi kepastian hukum dalam
melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan.
Upaya Pengelolaan Lingkungan  Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL), adalah  pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Usaha dan/atau
Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.  Dampak Penting
adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha
dan/atau Kegiatan. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan
hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha
dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.1
Untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak harus dilakukan tindakan pencegahan
secara dini. Bentuk pencegahan dini antara lain berupa pengawasan secara intensif terhadap
usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan
melalui upaya penal dan non penal. Diutamakan upaya pencegahan secara dini, namun jika
upaya tersebut tidak berhasil maka penindakan secara pidana harus dilakukan.
Izin lingkungan dapat berfungsi pula sebagai instrumen untuk menanggulangi
masalah lingkungan, karena aktivitas yang dilakukan diberikan atas dasar izin dapat berfungsi
sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup. Spelt dan Ten Berge, mengemukakan. izin merupakan suatu persetujuan
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan
tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.2. Jadi, segala aktivitas
terhadap suatu objek tertentu yang pada dasarnya dilarang, jika tidak mendapatkan izin dari
yang berwenang memberikan yang dalam hal ini pemerintah/pemerintah daerah yang
berperan mengawasi kegiatan yang dilakukan. Izin adalah suatu penetapan yang merupakan
dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang.3 Izin lingkungan dengan demikian, tidak
dilarang melakukan berbagai kegiatan yang wajib AMDAL atau wajib UKL-UPL dapat
melakukan kegiatan tetapi wajib mendapatkan izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang
sesuai kewenanagan. Hal tersebut juga dapat berperan mengawasi dalam kegiatan yang
dilakukan.
B. Pembahasan
1 Pertimbangan PP AMDAL Nomo 27 Tahun 1999
2 Ibid
3 Prajudi Atmosudirdjo
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 56 UUPPLH, telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 35 dan 36 UUPPLH
dijelaskan: “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan yang izin usaha dan/atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh instansi teknis untuk
melakukan usaha dan/atau kegiatan”. Berdasarkan hal tersebut, tanpa adanya izin lingkungan
izin usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha tidak diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan
yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
Dalam UUPPLH ketentuan tentang Perizinan terdapat pada Pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41
UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Dalam Pasal 36 dietapkan antara lain bahwa setiap usaha
dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin
lingkungan, izin lingkungan  berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.. Hal yang penting adalah dalam izin lingkungan wajib
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL. Selanjutnya, izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Pada Pasal 36 UUPPLH tersebut, terdapat beberapa hal yang sangat mendasar yaitu: Terdapat
kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dan memiliki AMDAL atau
UKL-UPL sebagai syarat memmperoleh izin lingkungan yang merupakan kelayakan
lingkungan hidup, kemudian izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup. Izin lingkungan  mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, persyaratan yang dimuat dalam
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Persyaratan yang
dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan inilah yang wajib dilaksanakan dalam rangka
perlindungan lingkungan. Hal ini memerlukan pengawasan oleh  Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam izin lingkungan yang diterbitkan juga
wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup
atau rekomendasi UKL-UPL. Pencantuman persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL sangat penting, karena persyaratan
izin yang wajib dilaksanakan persyaratan telah ditetapkan pemberi izin lingkungan.
Persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya wajib dilaksanakan.
Selanjunta pada Pasal 37 UUPPLH ditetapkan bahwa: Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. Penolakan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan merupakan kewajiban
jika permohonan izin lingkungan  tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
Selanjutnya, pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang
diharapkan, pengawasan harus dikaitkan dengan persyaratan izin lingkungan. Hal tersebut
karena AMDAL merupakan syarat izin lingkungan yang mewajibkan pengambil keputusan
mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin lingkungan. Disinilah
letak pentingnya keputusan oleh pengambil keputusan dalam pemebrian izin lingkungan yang
selanjutnya dijadikan dasar pula dalam pemberian izin selanjutnya antara lain izin usaha.
Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan ijin lingkungan tidak mengikuti keputusan
layak lingkungan, maka pejabat yang berwenang tersebut dapat menjadi obyek gugatan tata
usaha negara di PTUN. Di samping hal tersebut, sistem hukum lingkungan telah menetapkan
pula ancaman sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang memberikan izin lingkungan
erhadap kegiatan usaha yang tidak melakukan AMDAL atau UKL-UPL berupa sanksi pidana
(Pasal 111 UUPPLH).
Tujuan dari penegakan hukum lingkungan melalui penal adalah agar dapat lebih tegas
perlindungan dan penegkan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan
fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut karena penegakan hukum lingkungan,  merupakan
upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum
yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara
administrasi, keperdataan dan kepidanaan.
Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan hidup, di samping dilakukan secara represif, yaitu upaya
penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian pula apabila persyaratan yang
diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, keliruan, penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen  dan informasi  penerbitannya tanpa
memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan. Selain ketentuan hal tersebut, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan
pengadilan tata usaha negara. Walaupun telah ditetapkan peraturan tentang Izin Lingkungan
namun demikian masih terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan akibat suatu
kegiatan yang wajib AMDAl hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukumnya. Penegakan
hukum merupakan proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma
hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
C.Penutup
Kewajiban melaksanakan AMDAL belum sepenuhnya dipatuhi oleh berbagai pihak,
termasuk pemarkarsa atau pelaku kegiatan usaha, sedangkan, hal tersebut merupakan salah
satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan bagi kegiatan/usaha yang  wajib
memiliki Amdal atau UKL-UPL (Pasal 36 ayat (1) UUPPLH. Masih banyak kegiatan wajib
AMDAL dan wajib UKL-UPL belum melaksanakan kewajibannya sesuai AMDAL atau
UKL-UPL yang telah disusun. Di samping hal tersebut terdapat pula ancaman pidana bagi
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)" (Pasal 109 ayat (1) UUPPLH). Namun demikian,
penerapan Pasal 109 ayat (1) UUPPLH belum sepenuhnya dilaksanakan hal ini terbukti
masih banyak kegiatan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL yang diduga belum memiliki
izin lingkungan namun sudah melaksanakan kegiatan. Indikator hal tersebut antara lain hasil
penelusuran WALHI telah terjadi kebakaran hutan antara lain di Riau sepanjang tahun 2016
terus meningkat. Demikian pula terhadap Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang
menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi dengan izin lingkungan, terdapat
ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH). Disarankan agar
dalam penerapan AMDAL terhadap kegiatan yang wajib Amdal perlu lebih ditingkatkan
secara maksimal melalui pengawasan terhadap pemberian dan pelaksanaan izin
lingkungan.. Demikian pula terhadap pelaku tindak pidana lingkungan,  ancaman pidana
lingkungan harus ditegakkan.
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